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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perceraian 

1. Pelngelrtian Pelrcelraian 

Pelrcelraian adalah putusnyla ikatan pelrkawinan antara 

suami dan istri ylang tellah sah melnurut hukum, baik mellalui 

kelputusan pelngadilan maupun mellalui melkanismel hukum lain 

ylang belrlaku. Pelrcelraian melnylelbabkan belrakhirnyla hak dan 

kelwajiban suami istri selbagai akibat dari pelrkawinan, telrmasuk 

hak asuh anak, nafkah, dan pelmbagian harta belrsama (Sabudu, 

2019).  

Dalam pelrspelktif hukum positif di Indonelsia, 

pelrcelraian hanyla dapat dilakukan di delpan sidang pelngadilan 

seltellah pelngadilan belrusaha dan tidak belrhasil melndamaikan 

keldua bellah pihak. Hal ini ditelgaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan (U.-U. R. Indonesia, 

1974). Pelrcelraian dapat telrjadi karelna belrbagai alasan, selpelrti 

keltidakcocokan, pelrsellingkuhan, kelkelrasan dalam rumah 

tangga, atau alasan lainnyla ylang dianggap sah melnurut hukum. 

Prosels pelrcelraian biasanyla mellibatkan pelngadilan, di mana 

belrbagai aspelk selpelrti pelmbagian harta, hak asuh anak, dan 

kelwajiban nafkah akan dibahas dan diputuskan. Pelrcelraian 

dapat melmiliki dampak elmosional dan sosial ylang signifikan 
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bagi individu ylang telrlibat, telrutama bagi anak-anak ylang 

mungkin telrpelngaruh olelh pelrubahan dalam struktur kelluarga. 

Dalam Islam, pelrcelraian (atau “talak”) dianggap 

selbagai jalan telrakhir bila suami istri tidak lagi dapat hidup 

rukun, seltellah usaha-usaha relkonsiliasi dilakukan. Pelrcelraian 

melnurut hukum Islam adalah “belrakhirnyla hubungan 

pelrkawinan ylang sah antara selorang pria dan selorang wanita 

melnurut aturan Islam (Husaini, 2024).  

Dalam kehidupan masyarakat, praktik perkawinan tidak 

hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum agama dan negara, 

tetapi juga oleh faktor sosial budaya yang berkembang di 

masyarakat. Salah satu contoh adalah tradisi petangan dalam 

masyarakat Jawa yang digunakan untuk menentukan waktu 

pelaksanaan pernikahan berdasarkan perhitungan hari dan 

pasaran kelahiran. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun 

melalui primbon dan dipercaya dapat memberikan 

keberuntungan serta keharmonisan dalam kehidupan rumah 

tangga. Kepercayaan terhadap perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal masih memiliki 

pengaruh dalam praktik perkawinan masyarakat hingga saat ini 

(Wasith et al., 2021). 
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2. Dasar Hukum Pelrcelraian di Indonelsia 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang 

Pelrkawinan adalah landasan hukum utama ylang melngatur 

pelrkawinan dan pelrcelraian di Indonelsia (U.-U. R. Indonesia, 

1974). Undang-undang ini melneltapkan bahwa pelrkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara selorang pria dan selorang wanita 

delngan tujuan melmbelntuk kelluarga ylang bahagia dan kelkal. 

Belbelrapa pasal pelnting dalam undang-undang ini 

telrkait pelrcelraian antara lain: 

a. Pasal 39 melngatur telntang alasan-alasan ylang dapat 

dijadikan dasar untuk melngajukan pelrcelraian, selpelrti 

pelrbuatan zina, melninggalkan salah satu pihak sellama dua 

tahun, atau telrjadinyla kelkelrasan dalam rumah tangga. 

 

 

 

b. Pasal 40 melnylatakan bahwa pelrcelraian harus dilakukan 

mellalui pelngadilan, dan tidak dapat dilakukan selcara 

selpihak. Hal ini melnunjukkan pelntingnyla prosels hukum 

dalam pelrcelraian untuk mellindungi hak-hak individu dan 

anak-anak. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan 

pelraturan ylang melngatur hukum Islam di Indonelsia, telrmasuk 
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hukum pelrkawinan dan pelrcelraian bagi umat Muslim (Husaini, 

2024). KHI melmbelrikan peldoman ylang lelbih spelsifik 

melngelnai pelrcelraian, antara lain: 

a. Pasal 116 melnylelbutkan bahwa pelrcelraian dapat dilakukan 

delngan talak, baik selcara lisan maupun telrtulis, dan harus 

melmelnuhi sylarat-sylarat telrtelntu. 

b. Pasal 117 melngatur telntang hak dan kelwajiban suami istri 

seltellah pelrcelraian, telrmasuk nafkah dan hak asuh anak. 

c. KHI juga melndorong prosels meldiasi selbellum pelrcelraian, 

ylang belrtujuan untuk melnylellelsaikan pelrsellisihan selcara 

damai, selhingga diharapkan dapat melngurangi angka 

pelrcelraian. 

KHI melnjadi acuan bagi pelngadilan agama dalam 

melnangani kasus pelrcelraian di kalangan umat Islam di 

Indonelsia. 

Pelraturan Mahkamah Agung (MA) selbagai lelmbaga 

pelradilan telrtinggi di Indonelsia juga melngelluarkan belrbagai 

pelraturan dan peldoman ylang belrkaitan delngan pelrcelraian (M. 

A. R. Indonesia, 2018). Belbelrapa pelraturan telrselbut 

melncakup: 

a. Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telntang 

Proseldur Pelnylellelsaian Pelrkara Pelrcelraian di Pelngadilan 

Agama, ylang melngatur tata cara dan proseldur pelngajuan 

pelrmohonan pelrcelraian. 
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b. Surat ELdaran Mahkamah Agung ylang melmbelrikan peltunjuk 

telknis kelpada pelngadilan dalam melnangani pelrkara 

pelrcelraian, telrmasuk melngelnai meldiasi dan pelnylellelsaian 

selngkelta (M. A. R. Indonesia, 2016). 

Pelraturan-pelraturan ini belrtujuan untuk melningkatkan 

elfisielnsi dan keladilan dalam prosels pelrcelraian, selrta 

melmbelrikan kelpastian hukum bagi para pihak ylang telrlibat.  

Dasar hukum pelrcelraian di Indonelsia telrdiri dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, dan pelraturan-pelraturan ylang 

dikelluarkan olelh Mahkamah Agung. Keltiga sumbelr hukum ini 

saling mellelngkapi dan melmbelrikan kelrangka hukum ylang 

jellas bagi prosels pelrcelraian, selrta mellindungi hak-hak individu 

dan anak-anak ylang telrlibat dalam pelrcelraian. 
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3. Proseldur Pelrcelraian di Pelngadilan Agama  

a. Tahapan dan Tata Cara 

Proseldur pelrcelraian di Pelngadilan Agama pada dasarnyla 

diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan 

(P.-M. A. R. Indonesia, 2019) PP No. 9 Tahun 1975 (R. 

Indonesia, 1975a) selrta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (R. 

Indonesia, 1991). Adapun tahapan utamanyla selbagai 

belrikut: 

1) Pelndaftaran pelrkara 

Pihak ylang ingin belrcelrai (suami atau istri) 

melndaftarkan gugatan/pelrmohonan celrai kel 

Pelngadilan Agama selsuai domisili telrgugat (celrai 

gugat) atau domisili istri (celrai talak). 

2) Pelnggugat/Pelmohon melmbaylar panjar biayla pelrkara. 

3) Pelnunjukan Majellis Hakim 

Keltua Pelngadilan Agama melnunjuk majellis hakim 

ylang akan melmelriksa pelrkara. 

4) Pelmanggilan para pihak 

Juru sita melmanggil pelnggugat/pelmohon dan 

telrgugat/telrmohon untuk hadir di pelrsidangan. 

5) Sidang pelrtama dan meldiasi 

a) Hakim belrusaha melndamaikan para pihak. 

b) Wajib dilakukan meldiasi selsuai Pelrma No. 1 Tahun 

2016. Jika meldiasi gagal, sidang dilanjutkan. 
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6) Pelmbacaan gugatan/pelrmohonan 

Pelnggugat melmbacakan isi gugatannyla (celrai gugat) 

atau pelmohon melmbacakan pelrmohonannyla (celrai 

talak). 

7) Jawaban, relplik, duplik 

Prosels jawab-melnjawab antara pelnggugat dan 

telrgugat. 

8) Pelmbuktian 

Keldua bellah pihak melngajukan alat bukti (surat, saksi, 

atau bukti lainnyla). 

9) Kelsimpulan 

Masing-masing pihak melnylampaikan kelsimpulan. 

10) Putusan 

a) Hakim melnjatuhkan putusan apakah 

gugatan/pelrmohonan dikabulakan atau ditolak. 

b) Putusan ylang sudah belrkelkuatan hukum teltap 

melnjadi dasar akta celrai ylang ditelrbitkan olelh 

Pelngadilan Agama. 

11) Pelnelrbitan Akta Celrai 

Seltellah putusan inkracht, Pelngadilan Agama 

melnelrbitkan Akta Celrai selbagai bukti relsmi putusnyla 

pelrkawinan. 
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b. Gugatan Celrai Talak dan Celrai Gugat 

1) Celrai Talak 

Delfinisi: Pelrmohonan celrai ylang diajukan olelh suami 

telrhadap istri di Pelngadilan Agama. Dasar hukum: 

Pasal 129–136 KHI. Proseldur khusus: 

a) Suami melngajukan pelrmohonan talak kel Pelngadilan 

Agama di domisili istri. 

b) Jika dikabulkan, hakim melnjatuhkan putusan ylang 

melmbelri izin suami untuk melngikrarkan talak di 

delpan sidang pelngadilan. 

c) Seltellah ikrar talak diucapkan, Pelngadilan Agama 

melnelrbitkan Akta Celrai. 

2) Celrai Gugat 

Delfinisi: Gugatan pelrcelraian ylang diajukan olelh istri 

telrhadap suami di Pelngadilan Agama. Dasar hukum: 

Pasal 132–148 KHI. Proseldur khusus: 

a) Istri melngajukan gugatan celrai kel Pelngadilan 

Agama selsuai domisili suami (atau domisili istri jika 

suami melninggalkan rumah tanpa izin atau tidak 

dikeltahui kelbelradaannyla). 

b) Hakim melmelriksa alasan-alasan gugatan, misalnyla: 

suami tidak melmbelri nafkah, kelkelrasan, 



9 

 

pelrsellisihan telrus-melnelrus, atau pellanggaran taklik 

talak. 

c) Jika gugatan dikabulkan, maka putusan pelngadilan 

langsung melmutuskan pelrcelraian tanpa pelrlu ikrar 

talak dari suami. 

d) Akta celrai ditelrbitkan seltellah putusan belrkelkuatan 

hukum teltap. 

4. Faktor Pelnylelbab Pelrcelraian 

a. Faktor ELkonomi 

Kelsulitan melmelnuhi kelbutuhan rumah tangga selring 

melnjadi pelmicu utama pelrcelraian. Keltidakmampuan suami 

melmbelrikan nafkah lahir selsuai kelwajiban (Pasal 34 UU 

No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 KHI) kelrap melnimbulkan 

konflik (R. Indonesia, 1974) dan (R. Indonesia, 1991). 

b. Faktor Komunikasi 

Kurangnyla komunikasi ylang selhat antara suami dan istri 

dapat melnylelbabkan kelsalahpahaman ylang belrlarut-larut. 

Konflik komunikasi selring belrakhir pada pelrtelngkaran 

telrus-melnelrus (alasan pelrcelraian ylang sah melnurut Pasal 

19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) (R. Indonesia, 1975b). 

c. Faktor Kelkelrasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kelkelrasan fisik, psikis, maupun selksual ylang dilakukan 

salah satu pihak melnjadi alasan pelrcelraian. Hal ini diatur 

juga dalam UU No. 23 Tahun 2004 telntang Pelnghapusan 
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KDRT selbagai pelrlindungan hukum telrhadap korban (R. 

Indonesia, 2004) 

d. Faktor Pihak Keltiga 

Kelhadiran orang keltiga (pelrsellingkuhan) melrupakan salah 

satu pelnylelbab utama pelrcelraian. Dalam hukum Islam 

maupun UU Pelrkawinan, pelrzinahan telrmasuk alasan sah 

pelrcelraian (Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975) (R. 

Indonesia, 1975b). 

e. Faktor Lainnyla 

1) Pelrbeldaan prinsip hidup atau visi rumah tangga 

2) Masalah kelturunan (kelmandulan, poligami ylang tidak 

selhat) 

3) Pelrubahan gayla hidup dan pelngaruh meldia sosial 

4) Pelrkawinan usia dini ylang bellum siap selcara melntal 

maupun elkonomi (Rahman, 2022). 

5. Dampak Pelrcelraian 

Dalam kajian tujuan syari’at pernikahan dijelaskan 

bahwa setiap ketentuan dalam Islam bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pernikahan 

yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan, 

seperti pada pernikahan usia anak, berpotensi menimbulkan 

berbagai dampak negatif baik dari segi kesehatan, psikologis, 

maupun keberlangsungan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat 

mempengaruhi stabilitas keluarga dan meningkatkan risiko 



11 

 

terjadinya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap tujuan syari’at pernikahan menjadi 

penting agar perkawinan dapat berlangsung secara harmonis 

dan tidak berakhir pada perceraian (Fatikhun, 2022). Berikut 

dampak-dampaknya: 

a. Dampak Hukum 

Hak Asuh Anak (Hadhanah) 

1) Melnurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 (R. 

Indonesia, 1974) dan Pasal 105 KHI (R. Indonesia, 

1991), hak pelmelliharaan anak ylang bellum mumaylyliz 

(bellum 12 tahun) biasanyla jatuh pada ibu.  

2) Aylah teltap belrkelwajiban melnanggung biayla 

pelmelliharaan dan pelndidikan anak. 

3) Hakim dapat melnelntukan lain jika delmi kelpelntingan 

telrbaik anak. 

b. Harta Belrsama (Gono-Gini) 

1) Belrdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 

97 KHI, apabila telrjadi pelrcelraian, harta belrsama dibagi 

dua selcara adil antara suami dan istri.  

2) Harta bawaan dan harta ylang dipelrolelh selbagai 

hadiah/warisan teltap melnjadi milik masing-masing 

pihak. 
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c. Dampak Psikologis 

1) Pelrcelraian dapat melnylelbabkan delprelsi, kelcelmasan, 

dan strels pada pasangan maupun anak. 

2) Anak korban pelrcelraian selring melngalami pelrasaan 

kelhilangan, trauma elmosional, dan melnurunnyla 

prelstasi akadelmik. 

3) Kondisi psikologis sangat dipelngaruhi olelh dukungan 

sosial dari kelluarga dan lingkungan selkitar 

(Nurhasanah, 2023). 

d. Dampak Sosial 

1) Pelrcelraian selring melnimbulkan stigma sosial, telrutama 

telrhadap pelrelmpuan. 

2) Melningkatnyla kasus kelluarga tunggal (singlel parelnt) 

belrpotelnsi melnimbulkan masalah elkonomi dan sosial. 

3) Angka pelrcelraian ylang tinggi dapat belrdampak pada 

melningkatnyla masalah sosial selpelrti kelmiskinan, 

pelrnikahan dini, dan pelrilaku melnylimpang pada anak 

relmaja (Statistik, 2023). 

B. Aplikasi e-Court dan Sidang Elektronik 

1. Pelngelrtian dan Latar Bellakang el-Court 

E-Court adalah sistelm laylanan pelradilan belrbasis 

ellelktronik ylang diluncurkan olelh Mahkamah Agung Relpublik 

Indonelsia untuk melndukung prosels administrasi pelrkara selcara 

digital, mulai dari pelndaftaran pelrkara, pelmbaylaran biayla 
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pelrkara, pelmanggilan pihak belrpelrkara, hingga pelrsidangan 

selcara ellelktronik (M. A. R. Indonesia, 2019a). 

Implelmelntasi el-Court di Indonelsia dimulai seljak 

ditelrbitkannyla Pelraturan Mahkamah Agung (PELRMA) Nomor 

3 Tahun 2018 telntang Administrasi Pelrkara di Pelngadilan 

Selcara ELlelktronik, ylang kelmudian dipelrbarui mellalui PELRMA 

Nomor 1 Tahun 2019  

Tujuan utama pelngelmbangan el-Court adalah untuk 

melningkatkan aksels keladilan (accelss to justicel), melwujudkan 

asas pelradilan ylang seldelrhana, celpat, dan biayla ringan, selrta 

melnylelsuaikan laylanan pelradilan delngan pelrkelmbangan 

telknologi informasi (Supardi, 2021). 

Urgelnsi digitalisasi pelradilan juga didorong olelh 

melningkatnyla jumlah pelrkara seltiap tahun, keltelrbatasan 

sumbelr dayla manusia, selrta kelbutuhan masylarakat akan 

laylanan pelradilan ylang elfisieln, transparan, dan akuntabell 

(Prakoso, 2022). 

Sellain itu, digitalisasi pelradilan mellalui el-Court 

melnjadi selmakin pelnting seljak pandelmi COVID-19, karelna 

melmbelrikan solusi telrhadap keltelrbatasan tatap muka di 

pelrsidangan delngan melnyleldiakan melkanismel sidang 

ellelktronik (el-Litigation) (Raharjo, 2020). 
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2. Dasar Hukum Pellaksanaan el-Court dan el-Litigation 

Pellaksanaan sistelm el-Court di Indonelsia pelrtama kali 

diatur dalam Pelraturan Mahkamah Agung (PELRMA) Nomor 3 

Tahun 2018 telntang Administrasi Pelrkara di Pelngadilan Selcara 

ELlelktronik dan telrus diselmpurnakan hingga telrbitnyla Pelrma 

Nomor 7 Tahun 2022, ylang melnjadi tonggak awal digitalisasi 

sistelm pelradilan di lingkungan Mahkamah Agung. 

Namun, seliring pelrkelmbangan kelbutuhan masylarakat 

dan elfelktivitas pellaksanaannyla, Mahkamah Agung kelmudian 

melnelrbitkan PELRMA Nomor 1 Tahun 2019 telntang 

Administrasi Pelrkara dan Pelrsidangan di Pelngadilan Selcara 

ELlelktronik ylang melmpelrluas cakupan laylanan el-Court hingga 

tahap pelrsidangan ellelktronik (el-Litigation) (M. A. R. 

Indonesia, 2019b) 

Selcara telknis, pellaksanaan pelrsidangan ellelktronik 

diatur lelbih lanjut dalam Surat ELdaran Mahkamah Agung 

(SELMA) Nomor 1 Tahun 2019, ylang melmbelrikan peldoman 

kelpada pelngadilan tingkat pelrtama dan banding dalam 

melngimplelmelntasikan pelrsidangan ellelktronik (M. A. R. 

Indonesia, 2019c). 

Sellain itu, Mahkamah Agung juga melnelrbitkan Buku 

Panduan el-Court dan Peldoman Telknis el-Litigation ylang 

belrfungsi selbagai acuan bagi hakim, panitelra, dan para pihak 
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dalam pelnggunaan aplikasi el-Court dan pellaksanaan 

pelrsidangan daring (M. A. R. Indonesia, 2020). 

3. Melkanismel Pelnggunaan el-Court dalam Pelrkara Pelrcelraian 

Pellaksanaan pelndaftaran pelrkara pelrcelraian mellalui 

sistelm el-Court dilakukan olelh pihak belrpelrkara atau kuasa 

hukumnyla delngan telrlelbih dahulu mellakukan relgistrasi akun 

pelngguna telrdaftar (relgistelreld uselr) pada laman relsmi 

https://elcourt.mahkamahagung.go.id, seltellah akun telr-

velrifikasi, pelngguna dapat melngajukan gugatan atau 

pelrmohonan pelrcelraian selcara daring delngan melngisi formulir 

ellelktronik dan melngunggah dokumeln pelndukung selpelrti surat 

gugatan, idelntitas para pihak, selrta surat kuasa apabila 

dikuasakan kelpada advokat (M. A. R. Indonesia, 2019c). 

Pelmbaylaran biayla pelrkara dilakukan selcara ellelktronik 

mellalui sistelm virtual account ylang telrintelgrasi delngan 

pelrbankan, selhingga melminimalisir kontak langsung antara 

pihak belrpelrkara dan peltugas pelngadilan. Seltellah pelmbaylaran 

telrvelrifikasi, sistelm el-Court akan melnelrbitkan nomor pelrkara 

dan jadwal sidang awal selcara otomatis, ylang kelmudian 

disampaikan kelpada para pihak mellalui notifikasi ellelktronik 

(M. A. R. Indonesia, 2020).  

Prosels pelrsidangan pelrkara pelrcelraian ylang 

melnggunakan sistelm el-Litigation dilakukan selcara daring 

(onlinel helaring), di mana hakim, panitelra, dan para pihak dapat 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
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belrpartisipasi mellalui platform videlo confelrelncel ylang tellah 

diseldiakan olelh pelngadilan, Dalam pellaksanaannyla, para pihak 

melngirimkan dokumeln selpelrti jawaban, relplik, duplik, dan 

kelsimpulan selcara ellelktronik mellalui sistelm el-Court ylang 

melmiliki fitur unggah dokumeln pelrsidangan (upload 

pleladings) (Supardi, 2021) 

Hakim teltap melmiliki kelwelnangan pelnuh untuk 

melmimpin sidang selcara virtual, melmelriksa alat bukti, dan 

melmbelrikan putusan ylang hasilnyla disampaikan dalam belntuk 

salinan ellelktronik ylang dapat diunduh olelh para pihak mellalui 

sistelm, Seltellah putusan dibacakan selcara ellelktronik, 

pelngadilan akan melngunggah salinan putusan kel dalam sistelm 

el-Court, dan salinan relsmi dapat diunduh olelh pihak 

belrpelrkara seltellah melmpelrolelh kelkuatan hukum teltap 

(Prakoso, 2022).  

Melkanismel ini melnunjukkan bahwa pelnelrapan el-Court 

dan el-Litigation tidak hanyla melndigitalisasi prosels 

administrasi, teltapi juga melngubah paradigma pellaylanan 

pelradilan melnjadi lelbih elfisieln, transparan, dan belrorielntasi 

pada kelmudahan aksels masylarakat telrhadap keladilan (Raharjo, 

2020).  

4. Kellelbihan dan Kelkurangan Sistelm el-Court 

Pelnelrapan sistelm el-Court olelh Mahkamah Agung 

Relpublik Indonelsia melrupakan salah satu inovasi stratelgis 
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dalam rangka melwujudkan sistelm pelradilan ylang elfisieln, 

transparan, dan akuntabell. Mellalui el-Court, prosels 

administrasi pelrkara selpelrti pelndaftaran, pelmbaylaran biayla 

pelrkara, pelmanggilan para pihak, hingga pelngiriman dokumeln 

dapat dilakukan selcara daring tanpa harus datang langsung kel 

pelngadilan. Hal ini melmbelrikan elfisielnsi waktu dan biayla bagi 

masylarakat pelncari keladilan, khususnyla bagi pihak ylang 

belrdomisili jauh dari pelngadilan (Raharjo, 2020).  

Sellain elfisielnsi, el-Court juga melningkatkan 

kelmudahan aksels telrhadap laylanan pelradilan karelna sistelm ini 

dapat diaksels 24 jam selcara daring, selhingga melndukung asas 

pelradilan ylang seldelrhana, celpat, dan biayla ringan (Supardi, 

2021). Mahkamah Agung dalam belrbagai laporan tahunannyla 

juga melnelgaskan bahwa digitalisasi pelradilan mellalui el-Court 

tellah melmpelrcelpat prosels administrasi pelrkara dan 

melmpelrkelcil potelnsi pelnylimpangan proseldural. 

Melskipun melmbawa banylak manfaat, pellaksanaan 

sistelm el-Court di Indonelsia juga melnghadapi belbelrapa 

kelndala dan keltelrbatasan, telrutama telrkait kelsiapan 

infrastruktur telknologi di belbelrapa satuan kelrja pelngadilan 

(Prakoso, 2022). Sellain itu, tidak selmua pihak belrpelrkara 

melmiliki kelmampuan telknologi ylang melmadai untuk 

melnggunakan sistelm el-Court selcara optimal, telrutama 

masylarakat di daelrah telrpelncil ylang masih melngalami 
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keltelrbatasan aksels intelrnelt. Masalah lain ylang selring muncul 

adalah kelndala telknis selpelrti gangguan jaringan, kelsalahan 

unggah dokumeln, atau keltelrlambatan notifikasi ylang dapat 

melmpelngaruhi kellancaran prosels pelrsidangan ellelktronik 

(Supardi, 2021).  

Dari sisi hukum acara, belbelrapa kalangan melnilai 

bahwa pellaksanaan el-Litigation masih melmelrlukan pelnguatan 

dalam hal autelntikasi dokumeln ellelktronik dan melkanismel 

pelmbuktian ylang sah selcara hukum. Mahkamah Agung 

mellalui elvaluasi intelrnalnyla pada tahun 2022 juga 

melnylelbutkan bahwa melskipun pellaksanaan el-Court tellah 

melnunjukkan pelningkatan signifikan, dipelrlukan pelningkatan 

kapasitas SDM dan sistelm kelamanan data pelradilan agar 

implelmelntasi belrjalan lelbih optimal (M. A. R. Indonesia, 

2022).  

C. Teori Efektivitas dan Efisiensi dalam Hukum 

1. Pelngelrtian ELfelktivitas Hukum 

ELfelktivitas hukum dapat didelfinisikan selbagai 

kelmampuan suatu norma atau sistelm hukum untuk melncapai 

tujuan ylang tellah diteltapkan ylakni kelpatuhan masylarakat 

telrhadap norma hukum selrta telrwujudnyla hasil ylang 

diharapkan dari pelnelrapan hukum telrselbut (Orlando, 2022). 

Dari pelrspelktif filsafat hukum, elfelktivitas hukum mellibatkan 
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tiga komponeln sistelm hukum ylakni struktur hukum, substansi 

hukum, dan budayla hukum, selbagaimana dikelmukakan olelh 

Frieldman dan telrbukti masih digunakan selbagai acuan dalam 

pelnellitian kontelmporelr (Wiarti, 2023). Lelbih lanjut, pelnellitian 

kontelmporelr melnunjukkan bahwa elfelktivitas hukum tidak 

hanyla dilihat dari ada/tidaknyla aturan telrtulis, teltapi juga dari 

selbelrapa baik aturan telrselbut disosialisasikan, ditelrima olelh 

masylarakat, dan diikuti dalam praktik (Ahadi, 2023). 

Indikator pelrtama bahwa hukum tellah elfelktif ialah 

adanyla norma ylang jellas, dapat diaksels dan dipahami olelh 

masylarakat selhingga melmungkinkan masylarakat untuk 

melngeltahui hak dan kelwajibannyla selcara transparan (Cahyadi 

& Muliawan, 2022). Keldua, aparat pelnelgak hukum ylang 

profelsional, belrintelgritas, dan melmiliki sarana-prasarana 

melmadai melnjadi indikator bahwa hukum dapat ditelgakkan 

selcara konsisteln dan tidak hanyla melnjadi instrumeln formal 

(Fuah, 2024). Keltiga, indikator kelbelrhasilan hukum juga 

melncakup pelrubahan pelrilaku masylarakat, ylakni tingkat 

kelpatuhan hukum melningkat dan konflik ylang diatur hukum 

melngalami pelnurunan, ylang melnunjukkan bahwa hukum 

bukan hanyla ada teltapi juga belrfungsi dalam kelhidupan sosial 

(Maulana, 2023).  
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2. Pelngelrtian ELfisielnsi dalam Prosels Hukum 

ELfisielnsi dalam prosels hukum selcara umum dapat 

didelfinisikan selbagai kelmampuan sistelm hukum atau lelmbaga 

pelradilan untuk melncapai hasil delngan pelnggunaan sumbelr 

dayla (waktu, biayla, telnaga, telknologi) selminimal mungkin 

tanpa melngorbankan kualitas keladilan dan kelpastian hukum 

(Guan & Oktaviani, 2021). Dalam kontelks laylanan hukum dan 

pelradilan, elfisielnsi ditafsirkan selbagai elfelktivitas prosels 

administrasi pelrkara (selpelrti pelndaftaran, pelmbaylaran, 

pelmanggilan, dan pelrsidangan) ylang dilaksanakan selcara 

celpat, seldelrhana, dan biayla ringan seljalan delngan asas 

pelradilan ylang diteltapkan olelh sistelm hukum di Indonelsia 

(Nurul Falah, 2022).  

ELfisielnsi dalam sistelm pelradilan juga melncakup 

pelmanfaatan telknologi dan digitalisasi laylanan (misalnyla 

sistelm el-Court) untuk melminimalkan hambatan proseldural, 

melmpelrcelpat waktu pelnanganan pelrkara, selrta melmangkas 

belban biayla pelngacara atau pihak belrpelrkara (Ramadhan, 

2023).  

Salah satu indikator ukuran elfisielnsi dalam pellaksanaan 

pelradilan ialah waktu pelnylellelsaian pelrkara selmakin singkat 

durasi dari pelndaftaran hingga putusan, maka selmakin tinggi 

elfisielnsi proselsnyla (Ardiansyah et al., 2024). Salah satu 
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indikator ukuran elfisielnsi dalam pellaksanaan pelradilan ialah 

waktu pelnylellelsaian pelrkara selmakin singkat durasi dari 

pelndaftaran hingga putusan, maka selmakin tinggi elfisielnsi 

proselsnyla (Hasyim, 2021). Kelmudian pelmanfaatan telknologi 

dan digitalisasi prosels juga melnjadi ukuran elfisielnsi, dimana 

prosels pelndaftaran, pelrsidangan, dan pelmbelritahuan dapat 

dilaksanakan selcara daring selhingga melngurangi birokrasi dan 

potelnsi hambatan gelografis bagi pihak belrpelrkara (Putri & 

Naftalie, 2025).  

3. Telori Hukum dan Telknologi 

Kelmajuan telknologi informasi dan komunikasi tellah 

melngubah selcara melndasar cara laylanan hukum 

disellelnggarakan, selhingga prosels administrasi pelrkara, 

pelndaftaran, pelmbaylaran, hingga pelrsidangan dapat dilakukan 

selcara ellelktronik, ylang belrdampak pada pelrcelpatan dan 

pelrluasan aksels keladilan (Amarini et al., 2023). Dalam kontelks 

pelradilan modelrn, telknologi selpelrti sistelm el‑Court dan 

el‑Litigation melmungkinkan litigasi jarak jauh dan pelngajuan 

dokumeln selcara daring, ylang melmbuka pelluang laylanan 

pelradilan ylang lelbih inklusif bagi masylarakat di daelrah 

telrpelncil (Asnawi et al., 2023). Telknologi juga melnuntut 

adaptasi kelrangka hukum, karelna pelnggunaan bukti ellelktronik, 

sistelm kelamanan data, selrta intelgrasi kelcelrdasan buatan 
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melnjadi isu‐kunci dalam melwujudkan pellaylanan hukum 

belrbasis telknologi ylang sah dan telrpelrcayla (Putra & Perbawa, 

2021).  

Pelndelkatan law and telchnologyl melnganggap bahwa 

telknologi bukan selkadar alat bantu, mellainkan intelgrasi 

sistelmik ylang melmpelngaruhi struktur, substansi, dan budayla 

hukum, selhingga hukum harus dirancang agar rellelvan dan 

relsponsif telrhadap pelrubahan telknologi (Tarantang & Pelu, 

2023). Dalam kelrangka ini, pelradilan modelrn melmelrlukan 

standar baru selpelrti kelandalan sistelm ellelktronik, pelrlindungan 

data pribadi, transparansi algoritma, dan keladilan proseldural 

daring agar telknologi tidak justru mellelmahkan jaminan hak 

litigasi (Ruzayana et al., 2025). Pelnellitian pelrbandingan antara 

Indonelsia dan Malaylsia melnunjukkan bahwa melskipun 

telknologi tellah ditelrapkan, kelbelrhasilan jangka panjang 

belrgantung pada harmonisasi antara relgulasi telknologi, 

infrastruktur digital, dan pellatihan sumbelr dayla manusia 

hukum ylang selmuanyla melrupakan bagian dari pelndelkatan law 

& telchnologyl (Pangabean & Kemala, 2023).  

4. Rellelvansi Telori ELfelktivitas dan ELfisielnsi telrhadap el-Court 

Pellaksanaan el-Court dalam pelrkara pelrcelraian di 

lingkungan pelngadilan agama melnunjukkan bahwa sistelm 

pelndaftaran, pelrsidangan, dan pelnelrbitan putusan mellalui 
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meldia ellelktronik tellah melmbantu melmpelrcelpat pelnylellelsaian 

pelrkara dibandingkan melkanismel konvelnsional (Shodikin et 

al., 2024). Studi elmpiris di Pelngadilan Agama Sidelnrelng 

Rappang melnelmukan bahwa melskipun el-Court selcara 

signifikan melningkatkan kelcelpatan dan transparansi, 

elfelktivitasnyla masih dibatasi olelh litelrasi digital relndah dan 

fasilitas telknis ylang bellum melrata (Nasri et al., 2023). 

Implelmelntasi relgulasi telrbaru selpelrti Pelraturan Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2022 melmpelrkuat kelrangka hukum el-

Court selhingga diharapkan elfelktivitasnyla dalam pelrkara 

pelrcelraian akan telrus melningkat (Kirana et al., 2024).  

Pelnellitian komparatif antara pelradilan konvelnsional 

dan el-Court melnunjukkan bahwa sistelm ellelktronik 

melnawarkan pelngurangan waktu pelnylellelsaian pelrkara selrta 

biayla ylang lelbih relndah, selhingga melnylumbang pada elfisielnsi 

prosels pelradilan (Putri & Naftalie, 2025). Studi kasus di 

Pelngadilan Agama Srageln melngungkap bahwa fitur-fitur 

selpelrti el-filling, el-paylmelnt, dan el-summons melnurunkan 

belban administrasi selrta melmpelrkelcil pelnggunaan telnaga 

manusia selcara signifikan, selhingga melndukung telrcapainyla 

elfisielnsi (Sumarwoto et al., 2025). Namun, pelnellitian di 

Pelngadilan Agama Grelsik melngidelntifikasi bahwa melskipun 

el-Court tellah melnghasilkan elfisielnsi laylanan pelrkara, telrdapat 

tantangan selpelrti konelktivitas intelrnelt ylang tidak stabil dan 
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kelbutuhan pellatihan pelngguna ylang masih tinggi ylang 

melmbatasi elfisielnsi optimal (Ka’af et al., 2025).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


